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'BUPATI KARANGANYAR ERRRE -
S .VPROVINSI JAWA TENGAH =~

PERA’I‘URAN BUPATI KARANGANYAR L
NOMOR Y ‘TAHUN 2018
ENTANG Ll

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
: DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) ,‘ |
'-,vacraturan Dacrah Kabupaten - Karanganyar Nomor ,19 ?' o
'\j'jTahun 20 15 tentang Kepala Desa sebagalmana telah dlubahf:: “
‘_ [‘."»vvbeberapa kah terakhlr dengan Peraturan Daerah Kabupaten o o
A ";F.Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua: o »
o atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19
»’-v:_-':Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan"-'b’ D
:: Bupatl tentang Pedoman Pemberlan Bantuan Keuangan kepada"’; |
‘f-'Pemermtah Desa dalam Penyelenggaraan Permhhan Kepala Desa R

o ’serentak

1 Undang—Undang Nomor Tahun | 1950 tentang'f. S

: Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten dalam ngkungan,. .

Prov1n31 Jawa Tengah e | -

2 Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
Ve :';’f (Lernbaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2014 Nomor 7 o
‘g‘vv_vTambahan . Lembaran N‘egarav_ Repubhk_; IndonCSIaf{., .
3‘.'»_;7‘Undang Undang Nomor 2 Tahun"“ ) 2014 tentangf‘-;*
C _:":'._;_Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indones1a

- Tahun- 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara»' ' ;::‘?,>_:'_,_:}:"
: ;;Repubhk Indones1a Nomor 5587), sebagalrnana telah dlubahfi’ *',; .

“ 'v:vbeberapa kah terakhlr dengan Undang«Undang ‘Nomor 9‘  :

:Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang.v"

:':'jNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah"b



W

Menetapi{an

e,

I(]-'.,embarain ' Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia -

Nornor 567 9),

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admlnlstra31

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia "
Tahun 2014 Nomor 292, 'I‘ambahan Lembaran Negara |
Repubhk Indone31a Nomor 5601); ' v ,
Peraturan - Pemerintah Nomor 4‘3' Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indone31a Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran = -

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5539), sebagalmana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah‘ Nomor 43

Tahun 2014 tenfang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang .

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
‘Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); -

. Peraturan Daerah Kabupaten -Karanganyar Nomor 19

Téhlin 2015 tentang‘ Kepala Desa (Lembaran Daerah;__‘f

Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan |
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor '44),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 |
tentang Kepala Désa (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15 Tambahan Lembaran

‘Daerah Kabupaten Karanganyar N omor 92);

Peraturan -Bupatl Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018

tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar -
’I‘ahun 2018 Nomor 66), ’

- MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
- BANTUAN: KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.
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~ BABI
KETENTUAN UMUM

~ Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar }, v
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan  yang menjadi

- kewenangan Daerah otonom.

Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan:‘ |
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyatv Daérah yang menyelenggarakan' urusan
Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam _Undang-Undang Dasar Negara chubhk

Indonesia Tahun 1945, | | |
Bupati adalah Bupati Karanganyar. | ,
Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Keuangan Daérah Kabupaten Karanganyar. »
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya” ’
dlslngkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang

mempunyax tugas . melaksanakan pengelolaan APBD dan‘

bertindak sebagai BUD.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD |
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas’ sebaga1 N
Bendahara Umum Daerah.
Kecamatan adalah baglan w11ayah dar1 Daerah yang dlplmpm, -
oleh Camat. ' v u
Camat adalah Kefnala Kecamatan di wilayah Daerah yang
berada  dibawah dén bertanggung jawab kepada Bupaﬁ , 

melalui Sekretaris Daerah. o
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o Ivsetempat bcrdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul o

dan/ atau hak tradlslonal yang dlakul dan . dlhormatl'

' menyelenggarakan : rumah tangga | Desanya danf

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum Yang mem111k1
.»_;‘,batas Wllayah yang berwenang untuk mengatur da_n N

7'“3"mengurus urusan Pemcrmtahan, kepentmgan masyarakat S

.""dalam : 31stem “ Pemermtahari Negara Kesatuan Repubhk
S Indonesia. - ,' | L S -v
?b’f;llzglb.Pemerlntahan v ‘De‘s'ab ‘ adalah | penyelenggaraan urusan |

o pemermtahan dan kepéntlngan masyarakat setempat dalam e

o _‘ 31stem Pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk Indonesm |
12. P

N QRS Desa sebaga1 unsur penyelenggara Pemerlntahan Desa
- 13,

. mempunya1 wewenang, tugas dan kewapban 1 untuk :

Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dlbantu Perangkat“f f_ :

Kepala Desa adalah pe}abat Pemermtah Desa yangv_'f,‘f,:"}'

| elaksanakan tugas dan Pemenntah dan Pemermtah‘;;*»_ |
14,

"yang d1bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk-"’-

Pan1t1a Pemlhhan Kepala Desa T1ngkat Desa ada.lah Pamtlaﬁj

- | “ menyelenggarakan proses Pemlhhan Kepala Desa B _ S
e | 15 Daftar Pem111h Tetap yang selanjutnya d1smgkat DPT adalah
- vdaftar pemlhh yang telah dltetapkan oleh Pan1t1a Pemlhhan s
Kepala Desa tmgkat Desa sebaga1 dasar penentuan 1dent1tas .
o '~ permhh dan Jumlah permhh dalam permhhan Kepala Desag”: o
yi’.fl}"yang d1dasarkan pada DP’I‘ yang dltetapkan oleh KOIl’llSl Lo
o ‘Permhhan Umum Kabupaten Karanganyar pada Pemlhhan
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018,
- ."-16.;Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang selanjutnya:‘:.-».}' |
d1smgkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah"ffiv;“*
o :»yang dltetapkan dengan Peraturan Daerah B fv
' '.’v-..f»;_i'?v.vAnggaran Pendapatan dan | Belan_]a Desa sclan_]utnya -‘ ’:fvl' "
-dlslngkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunanv o
R | .V:Pemermtahan Desa | | e S

_Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan kepada -
%‘Pemermtah Desa yang bersumber darl APBD dalam rangkaf_,f,; -

':, 1 'melaksanakan Pemlhhan Kepala Desa serentak

19,
’ ',“"adalah rencana perklraan yang memuat pendapatan dan el

Jpengeluaran

Rencana Anggaran B1aya yang selanjutnya dlslngkat RAB i .

kY



- 20. Rekening, Kas Uthum Daerah vadalah” rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
mémbayar ‘seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
d1tetapkan » Z | _ |

21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menylmpan uang
Pemerintah Desa yang menampung seluruh penenmaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Desa yang telah ditetapkan.

© 22.Hari adalah hari kerja.

~ Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2 - ‘

~ Maksud pemberlan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah "
untuk memenuhi pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan

: Kepala Desa yang menjadi beban APBD.

v v Pasal 3 )

Tujuan ’Pemﬂerian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

| ‘dalam pcnyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak adalah:

a. menjamin terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa dan
aspek pembiayaan; '

b. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat seluas-luasnya
untuk berperan serta dalam Permhhan Kepala Desa; dan

_(":;‘ mendapatkan Kepala Desa terpilih yang kompeten dan

prof¢s1ona.l.



: BAB II .
PEN GANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

R Bagian Kesatu

Umum

. Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan ~kepada Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkah
'dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Ketentuan  pembagian  Bantuan Keuangan - kepada

Pemerintah Desa. dalam penyelenggaraan Pem111han Kepala
Desa serentak dltetapkan, sebagai berikut:

a. alokasi dasar paling tinggi 77 % (tu_]uh puluh tuJuhv

- persen) dihitung berdasarkan aloka51 dasar Daerah

dibagi jumlah Desa;

alokasi formula paling rendah 23 % (dua puluh tiga
persen) dibagi berdasérkan nilai bobot Desa yang
d_ihitﬁng bcrdasérkan jumlah Daftar Pemilih Tetap dan
jumlah dusun dengan rumus dan variabel berupa
kebutuhan jumlah surat suara dan surat undangan,

kotak suara, kebutuhan sosialisasi di dusun.

>(3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa -sebagaimana'» |

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan

menggunakan ketentuan sebagai berikut:

.}a‘.

jumlah surat suara dan surat undangan dltambah 2 %
(dua persen) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rup1ah), :
jumlah kotak suara dihitung berdasarkan jumlah daftar
pemilih dibagi 750 (tujuh ratus lima puluh) dikalikan
Rp400. 000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan/ atau
jumlah dusun dikalikan Rp775 000, 00 (tujuh ratus tujuh

= puluh lima'ribu rupiah).

(4). Pengalokasian  besaran Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa * serentak berdasarkan |aloka81 dasar sebagaimana -

dlmaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk :

a. honor Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan -

b. pengadaan bilik suara;

- Kelompok Penyelenggara Peimungutan Sua:a,



alat tulis kantor;
biaya penggandaan;

makan dan minum rapat/kegiatan;

biaya perjalanan dinas meliputi untuk mengikﬁti dan

melaksanakan sosialisasi, konsultasi, 'koordinasi,

Klarifikasi berkas bakal calon Kepala Desa; dan

g. kebutuhan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepalab “
Desa, meliputi: : ‘
1. sewa meja kursi, tratak, sound system, video - |
| shooting, kajang, dan sarana trénsportasi; | |
2. cetak, antara lain spanduk/ MMT yang memuat visi

dan rn»isierpala Desa, foto dan nomor urut calon
Kepala Desa, plario pénghitungan suara;

3. biaya jasa honorarium bagi Petugés yang ditunjuk
oleh Panitia untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan; | B ,, |

4. biaya  pengamanan Satlinmas, Bébinsa,'
Babinkamtibmas; dan/atau | | |

5. biaya léin yang diperlukan pada saat pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa. _

' (5) Bantuan Keuarigan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
sebagalrnana dimaksud pada ayat (1) dllarang dlpergunakan
untuk , : S

a. Honor selam yang dltetapkan sebagmmana dlmaksud
pada ayat (4) huruf a; dan - |
b biaya yang bersifat aksesorls seperu pakalan/ seragam
panitia, doorpnze pemilih, uang saku pemlllh atau
barang lainnya yang tidak diperlukan dalam
pemungutan suara. - " ‘ ‘ |

(6) Rincian  kebutuhan dan pembiayaan penyelenggaraan

 Pemilihan Kepaia Desa dituangkan dalam RAB yang disusun
berdasarkan standar biaya sebagaimana tersebut 'dalam_

Lampiran Peraturan Bupati ini. | |

, Pasal 5

(1) Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam_
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak ‘bagi
sétiap Desa dé.n penghitungan kebutuhan penyelenggaraan
pemlhhan Kepa.la Desa sebagaumana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2), selanjutnya dltetapkan dalam Keputusan .

Bupati. _ R - : /‘,



(2)

Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemcnntah Desa

- dalam penyelenggaraan Pemlhhan Kepala Desa serentak

(3)

(1)
 APBD dan APBDesa dalam rapat pleno Panitia Pemilihan

@)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bag1an |

dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
Keténtuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

termasuk dalam ketentuan proporsi penggunaan APBDesa :
- yang menentukan proporsi paling sedikit 70% (tujuh puluh
persen) dan pallng banyak 30% (txga puluh persen)

© Bagian Kedua

| Penyusunan Rencana Biaya Pemilihan

~Pasal 6 . ,
Panitia Pemlhhan Kepala Desa Tlngkat Desa menyusun RAB

Pemilihan Kepala Desa dari dana yang bersumber pada_

: Kepala Desa ‘Tingkat Desa.

Penyusunan RAB 'Pemilihan Kepala Desa secbagaimana

~ dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan

I8
persetujuan RAB Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati

(2)

@)

Peraturan Bupati i ini.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Persetujuan Rencana Biaya

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

Panitia Pemilihah Kepala Desa Tingkaf Desa mengajukan |

melalui Camat dan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh)

‘Hari terhitung setelah terbentuknya Panitia Pemilihan

Kepala Desa ngkat Desa. » v

Bupatl memberikan pcrsetu_luan RAB Pem1l1han Kepala Desa

sebagaumana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tlga

puluh) Hari terhltung sejak diajukan. -

Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Camat dengan tahapan:

a. _Camat melaksanakan penelitian berkas perrnohonan
persetujuan RAB pemilihan Kepala Desa dengan
melakukan penelitian RAB berdasarkan standar biaya,

4

asas kepatutan, dan kewajaran.
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b Dalam hal RAB. pemlhhan Kepala Desa telah sesuai,

ic,

. maka Camat menerbltkan Surat Persetujuan atas nama

‘Bupatx
Apabila RAB Pemlhhan Kepala Desa belum sesuai, maka
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan

- perubahan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak

pemberitahuan dari Camat untuk memperbaiki dan

dikirim kembali untuk memperoleh persetujuan.

Baglan Keempat

Tata Cara Pengajuan Bantuan

 Pasal 8

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan

(2)

Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Desa serentak kepada Bupati melalui:

a. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;

dan

b Camat.

Permohonan pencalran Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemlhhan Kepala"

Desa serentak sebagalmana chmaksud pada ayat (1),

d11amp1r1 persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa;

surat persetujuan biaya Pemlhhan Kepala Desa oleh
Camat atas nama Bupati; : - : .
RAB Pemilihan Kepala Desa yang telah dlSCtl.l]lll oleh,
Camat atas nama Bupati;

Pakta Integritas /surat pernyataan tanggung Jawab
mutlak yang d1tandatangan1 oleh Kepala Desa tentang
pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
dalam Penyelenggaraan Pem111han Kepala Desa serentak
di atas meterai Rp6.000,00; | '

fotokopi buku Rekening Kas Desa; v .
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak v’v(NPWP) Bendahara
Desa, dan o | | o o
kwitansi yang ditujukan kepada bendahara PPKD yang
dltandatangam oleh Kepala Desa bermeterau Rp6000,00.
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(3) 'Camat meneliti berkas permohbnan dengan melakukan |
» penelitian kelengkeipan peréyarat_an sebagaimana dimaksud ; ' -
pada ayat (2) yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian
Kelengkapan ‘Berkas Persyaratan . Perrhohonan Pencairan :
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak v
(4) Apabila berkas dinyatakan belum memenuh1 persyaratan :
- Camat memberitahukan dan mengembahkan kepada Kepala. '
. Desa untuk dilengkapi palmg lambat 3 (tlga) Hari terhitung
- sejak diterimanya pembentahuan v v
(S) Setelah dmyatakan memenuhi persyaratan sebagalmana
v, dimaksud pada ayat (3), Camat meneruskan. permohonan
kepada Bupat1 melalui Kepala Baglan Pemenntahan Desa
Sekretariat Daerah. - o B , ‘
(6) erpala Bagian Pemenntahan Desa Sekretanat Daerah
berhak meneliti ulang terhadap kelengkapan berkas yang
dikirim oleh Camat, dan apabila terdapat kekurangan |
dan /atau ’ kekeliruan, maka - Camat segefa
mengmformasﬂ{an kepada Pemermtah Desa agé\r segera'
- melengkapi berkas tersebut

(7) Berdasavrkan» pengantar dari ‘ Camat, Kepala Bagian

 Pemerintahan Desa  Sekretariat Daerah menyusunv

o rekapltula31 dana dan mengajukan permohonan pencairan
Bantuan Keuangan kepada Pemenntah Desa dalam
penyelenggaraan Pemlhhan Kepala Desa serentak kepada B

- Bupati.

(8) Apabila pevrmoh”ona'n pencairan Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Desa serentak telah mendapatkan persetujuan dari Biipati '
: sebagaimana dimakéud pada ayat (7), maka Kepala Bagian
Pemerintahén Desa Sekretariat Daerah selaku Pejabat -
Pelaksana Belanja Bantuan meneruskan permohonan
~ pencairan dana kepada Kepala BKD selaku PPKD untuk .

menyalurkan Jumlah dana yang dlajukan

'Pasal 9 :
Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam
pényeleriggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak dilakukan
melalu1 pcmmdahbukuan dari Rekemng Kas Umum Daerah ke

Rekemng Kas Desa. . B {‘ .



- Bagian Kehma

Penca1ran dan Pengelola Bantuan Keuangan

Pasal» 10

(1) Tata cara pencairén dana dari Rekening Kas Desa dan

 pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

~ dalam penyelenggaraan Pemilihén Kepala Desa serentak o

(2

sesual dengan ketentuan peraturan perundang—undangan
Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak d1ca1rkan

“oleh Pemermtah Desa dan dilaksanakan sesua1 alokasi pada

“RAB.
BAB III
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN
~ Pasal 11

m

PerténggungjaWaban dan pelaporan Bantuan Keuangan

~ kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemilihanv o

Kep'alav | Desa -  serentak, terintegrasi dengan

' pertanggung]awaban APBDesa.

hepala Desa menyampaxkan laporan pertanggung]awaban“"*

- penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

- dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak

@)

(4)

képa_da Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa |
Sekréﬁariat Daerah dan Camat dengan tembusan Inspektur.
Laporan sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) disampaikan
paling lambat 7 (tujuh) Hari terhltung setelah pclaksanaan‘ :

- pclantlkan Kepala Desa

Laporan pertanggung]awaban Bantuan Keuangan kepada'

Pemermtah Desa dalam. penyelenggaraan Pemlhhan Kepala

(5)

‘Desa serentak sebagalmana dimaksud pada ayat (2) harus

dldukung dengan bukti- pengeluaran yang lengkap dan sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana

_dlmaksud pada ayat (4} merupakan pertanggung;awaban
'Pemerintah Desa setelah diverifikasi oleh Sekretans Desa

- sesual dengan ketentuan pe‘raturan perundang—undangan.

~




R

(1)

(1)

BAB IV N
' PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

Camat 'mélaksanakan pembinaan- dan  monitoring

_pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

- dalam penyelenggaraan Pemxhhan Kepala Desa serentak

@)

Pembinaan dan monitoring sebagaumana dlmaksud pada.

,ayat (1), terdiri atas:

a. memfasilitasi penyaluran dana Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

Permhhan Kepala Desa serentak dan

'b. melaksanakan - pembinaan, - - pengendalian, monitoring,

dan evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah - Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan

‘Kepala Desa serentak.

Pasal 13
Camat melakukan fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemxllhan ,

o Kepala Desa serentak

2)

(3).
~melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan

»Dalam melakukan fas111tas1 sebaga1mana dlmaksud pada

ayat (1) Camat dapat membentuk tim.

Tim sebagaimana d1maksu}d pada ayat (2), me_mpunyé.i tugas

: kapasitas  pengelolaan ‘Bantuan Keuangan kepada

- Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Permhhan Kepala

Desa serentak.

Pasal 14 ‘

| Pengawasan terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan ol¢h

| Perangkat Daerah yang membidangi tugas pokok dan fungsi di

bidang pengawasan.

g




BAB V
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 15

: _Peraturan Bupat1 1n1 mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan L

Agar setlap oi*ang" mengetahulnya memenntahkan

_pengundangan Peraturan Bupau ini- dengan penempatannya: S

dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar L T

Dltetapkan d1 Karan

pada tanggal @/‘%Y MW &0 /3 -
. ) T ARSAN :

.. éf Mw aw/a? ~
.\ » S DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR




N iPERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR TAHUN 2018 TR
TENTANG | | L
 PEDOMAN PEMBERIAN o BANTUAN'_;
. KEUANGAN KEPADA 'PEMERINTAH DESA

" DALAM PENYELENGGARAAN | PEMILIHANE»F,

S KEPALA DESA SERENTAK.

I FORMAT BERKAS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM SRR
. PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK - |

o __'A FORMAT AJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA;” .

’ DESA YANG BERSUMBER DARI APBDesa/ APBD**]

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

Sekretanat Jalan .;.;‘;.'-. Nooo.. TeIp (0271) _KodePos

o Karanganyar,

Slfat . :::Se"géra . Ythe Bupat1 Karanganyar :

o Perlhal ‘ Permohonan . Persetujuan e |
| "Rencar‘xa Anggaran Biaya KARAN GANYAR
L Pemilihan Kepala DeSa R
. Kecamatan i darl .
. .APBDesa/APBD**) ST

P Berkaltan dengan pelaksanaan Pemlllhan Kepala Desa-f
: "'_'b‘b"Serentak Gelomba_ng .....; maka bersama ini- karm mengajukan S
Tl e T :‘ ’“Permohonan Persetujuan Rencana Anggaran Blaya Pemilihan Kepala‘j SR
e Desa Kecamatan '.."..., sebesar Rp R PO ] untuk menunjang

o "'vkelancaran keglatan tersebut. . o o
' - Bersama  ini, kanu lamplrkan rencana blaya Pemlllhan ‘
Kepala Desa yang bersurnber dari APBDesa/ APBD**) ' o

. Demlklan untuk menjadlkan perlksa R

B Mengetahu1 o

 KEPALADESA ... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .

KECAMATAN .. TINGKAT DESA
A ' DESA ...... KECAMATAN ......

- KABUPATEN KARANGANYAR

- KETUA

..........................................................



B FORMAT RAB PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI _'

. "__APBDESA /APBD**)
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA )
~ DESA........ KECAMATAN.........;.',.." ..... e

1 Bldang o
';"-'2 Kegiatan =
3 Waktu Pelaksanaan i

L '_Rincién Pendaﬁaan '

[NoIT T URAAN HAR 1
B  SATUAN |  Rp) |
®p) | ]

“VOLUME | HARGA | JUMLAH |

TJUMLAH ®Rp) |

R Dlsetu_]ul/mengesahkan:‘_':v
77 7. KEPALADESA.... =

- KECAMATAN..--._-;'...;‘.-;.-,'.*;. - TINGKAT DESA
B ' KABUPATEN KARANGANYAR

 KETUA.

....................

oooooooooooooooooooooooooooo

o ‘}}PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA R

DESA ...... KECAMATAN ... =



~C. F ORMA’I‘ PENELITIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN |
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA DARI APBDESA/APBD**) : '

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
| KECAMATAN .....

ooooo

-----

’ : ' BERITA ACARA '

PENELITIAN PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA
- DESA ...... KECAMATAN ...... YANG BERSUMBER DARI APBDESA /APBD*)

- dibawah ini :

~ Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,yang bertanda tangan

1. NAMA D oeeen
NIP.: SO '
JABATAN : Camat ... selaku Ketua Tim: fas111ta81 pengelolaan
D ' Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam
- ' C v penyelenggaraan Pemlhha_n Kepala Desa serentak
2. NAMA Doeeens . .
’ NIP.: S e : : '
JABATAN : Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan ..... selaku
; - Sekretaris tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan
kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
i Pemilihan Kepala Desa serentak -
3. NAMA S | ,
~ NIP. ' BT | | | :
"JABATAN : ... selaku Anggota tim fasilitasi pengelolaan Bantuan

‘Keuangan = kepada Pemerintah  Desa = dalam
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak

telah rnelakukan penehtxan Rencana Anggaran Biaya Pemlhhan Kepala Desa .....
Kecamatan ..... yang bersumber dari APBDesa/ APBD**), sebesar Rp..... (ceees)s
dengan kesnnpulan hasil penehtlan sebagai berikut:

NO. ‘;BERKAS YANG SESUAI /BELUM KETERANGAN
' DITELITI SESUAI .

1 ~ | Uraian Jenis Belanja. »

2 Volume

3  |Harga Satuan




at

“

»

Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa

Demlklan Berita Acara ini d1buat dengan sebenamya untuk dlpergunakan

sebagalmana mestmya
v'Iz‘IM_PENDAMPING .
1. Ketua | ~: (Nama)
2 Sekrctéris E (Néma)
| 3 Anggota -~ : (Nama)
4 Anggota A: (Nama)

5-. Dst.

‘Berdasarkan hasil périelitian 'Sebagéimana tersebut diatas,

Kecamat_an

ttd

ttd

ttd

- disetujui / agar dilakukan perbaikan Rencana Anggaran Biaya**)

ooooo

.....

ooooo

.....

Rencana -

dapat



D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN RAB PEMILIHAN KEPALA DESA DARI
_‘ APBDESA/APBD**) ,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN .....

Alamat : JL. ..... No. ..... Karanganyar Telepon (0271) .....
o - Website ..... E-maul ..... Kode pos .....
: v » Karanganyar, .....
Nomeor : S ) o - Kepada, o
Sifat : Segera ‘ - Yth. Ketua Panitia Pemlhhan Kepala
Lampiran : | Desa ...... Kecamatan .............
Perihal  : Persetujuan Rencana _ melalui Kepala Desa................
| © Anggaran Biaya Pemilihan  Kecamatan ............
. Kepala Desa ... Kecamatan . di-
yang bersumber dari : KARANGANYAR

. APBDesa/APBD*¥)

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Persetujuan

. Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa ...... ,
Kecamatan ...... Yang Bersumber Dari APBDesa/APBD**) Nomor -
... Tanggal ....... , maka Rencana Anggaran Biaya Pemilihan
. Kepala Desa ..... Kecamatan ..... diberikan persetujuan untuk

dapat dilaksanakan. -
Demikian untuk menjadikan perhatian.

An. BUPATI KARANGANYAR

oooooooooooooooooo



'E. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK |

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
" KECAMATAN .....

KEPALA DESA .....

Alamat : Ji. ..... No. ..... Telepon .....
Website ..... E-mail ..... Kode pos ....

. » o v v Karanganyar, ..... =
Nomor & S . : " Kepada, -
Sifat 1 Segera | ‘ Yth. Bupati Karanganyar
Lampiran : : S : ‘ ' melalui ,

Perihal  : Permohonan = Pencairan a. Kepala Bagian
.~ Bantuan Keuangan kepada " Pemerintahan Desa
Pemerintah  Desa dalam  Sekretariat Daerah
- penyelenggaraan  Pemilihan - Kabupaten Karanganyar
Kepala Desa serentak. b. Camat.....
,. v v . di -
KARANGANYAR

_ Berkaitan dengan pelaksanaan Pem111han Kepala Desa
. Serentak Gelombang ..... , maka bersama ini kami mengajukan
Permohonan pencairan Bantuan Keuangan dalam penyelenggaraan
. Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa ..... -
- Kecamatan ....., 'sebesar Rp.cooe (oo untuk,menunjang kelancaran
kegiatan tersebut.
,_ Bersama ini, ‘kami lampirkan berkas-berkas persyaratan
" pencairan sebagai berikut :
- '1. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa; v
2. surat persetujuan biaya Pemlhhan Kepala Desa oleh Camat atas
- nama Bupati; » .
3. rencana anggaran  biaya Permhhan Kepala Desa yang telah
~ disetujui oleh Camat atas nama Bupati; |
' 4, Pakta Integritas /surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
ditandatangani oleh Kepala Desa tentang pengelolaan Bantuan.
Keuangan kepada - Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa serentak di atas meterai Rp6.000,00;
fotokopi buku Rekening Kas Desa;
\ fotokopi Nomor Pokok Wa_]lb Pajak (NPWP) Bendahara Desa, dan
7. kwitansi yang ditujukan kepada bendahara PPKD yang
ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp6000,00. '

o u

Demikian untuk ‘menj adikan periksa.

KEPALA DESA .....,



: F. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DARI CAMAT KEPADA BUPATI '

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN coves

- Alamat : J L ... No. ..... Karanganyar Telepon (027 1)
: " Website ..... E-mail ..... Kode pos .

ooooo

ooooo

- Karanganyar, .....
Nomor - _ ~ Kepada, ’
Sifat  :: Segera =~ Yth. Bupati Karanganyar
'Lampiran . | , melalii Kepala Bagian ,
- Perihal - : Permohonan = Pencairan = Pemerintahan Desa Sekretariat
: . Bantuan Keuangan kepada - Daerah Kabupaten Karanganyar
‘Pemerintah  Desa  dalam di- v |
_penyelenggaraan  Pemilihan KARANGANYAR

Kepala Desa serentak.

Karanganyar, ..... :

Bersama ini kami kirimkan Permohonan Pencairan

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
* Pemilihan Kepala Desa serentak Desa ..... Kecamatan ....., sebesar
- Rp..... {.....), dengan berkas lampiran sebagai berikut: - ’

f 1.
2

3.

foto kopi Peraturan Desa tentang APBDesa;

surat persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Camat atas
nama Bupat1

rencana anggaran bxaya Pemlhhan Kepala Desa yang telah
disetujui oleh Camat atas nama Bupau, T

Pakta Integritas /surat pernyataan tanggung Jawab mutlak yang

: d1tandatangam oleh Kepala Desa di atas metera1 Rp6 000,00;

@

foto kopi buku Rekening Kas Desa;

- foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) Bendahara Desa, dan

kwitansi yang ditujukan kepada bendahara PPKD  yang

“ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp6000,00.

Demikian untuk menjadikan periksa.

oooooooooooooooooo



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN ceess’

: Alamat Jl ..... .. No...... Karanganyar 'I‘elepon (027 1)
- WebS1te .,'... E-maul ...... Kode pos .'....v FEE

- G FORMAT PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN  BERKAS
o ~ ADMINISTRASI PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA S
DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILII—IAN KEPALA DESA SERENTAK R

BERITA ACARA - o
‘ PEN ELITIAN KELEN GKAPAN PERSYARATAN BERKAS ADMINISTRASI .
PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

NOMOR

| Pada han 1m tanggal bulan .‘_.... tahun ..._..,yang bertanda tangan o

':‘ji;,f"Td1bawah ini S
EERET N T NAMA gygqu
o d A B A T A N. : Camat ..... selaku Ketua T1m fas1htas1 pengelolaan* SR

. Bantuan- Keuangan kepada - Pemerintah Desa dalam» o

o L o penyelenggaraan Permhhan Kepala Desa serentak
. NAMA D e, co L SR o G

o kepada - Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
I C I _;’Pem1hhan Kepala Desa serentak R _
' JABATAN : ... selaku Anggota tim fasilitasi pengelolaan Bantuan

:‘}:fii - d A B A T A N Ka31 Tata Pcmermtahan Kecamatan vs'elaki.l.‘z; S .
. , " Sekretaris tim fasilitasi pengelolaan Bantuan Keuangan -~

Keuangan ~ kepada = Pemerintah -~ Desa dalam AR

S :"penyelenggaraan Pemlhhan Kepala Desa serentak

":vf"”a,pencalran Bantuan Keuangan kepada Pemenntah Desa dalam penyelenggaraan'»., '

E telah melakukan penelman persyaratan berkas admlmstra81 permohonan"x S

ks " Pemilihan Kepala Desa serentak Desa ..... Kecamatan ..., sebesar Rp..... (wonnd),

* dengan kemmpulan ‘hasil penehtlan untuk persyaratan berkas administrasi-

s permohonan pencairan telah memenuhi persyaratan dan setuju untuk dicairkan.
SRS Adapun berkas persyarata_n permohonan dlmaksud masmg—masmg,

"f'isebagal berlkut R e ‘ o '

. NO. BERKAS YANG ADA/’I‘-IDAK ‘MS/TMS KE’I‘ERANGAN .
I N ‘DITELITI = | |
N surat permohonan Bantuan|{ - . -~ | . Kesesualan
- |Keuangan kcpada . - | '|Besaran Bantuan
- | Pemerintah - ‘Desa dalam| | - |dengan Peraturan
-penyelenggaraan Pem111han .. 7 |Bupati dan.
| Kepala Desa serentak |l - | .. | APBDesa '
2 - | foto. kopi Perdes APBDesa | .. [Nomor - = . ..
- |tahun ... yang telah o |+ |diundangkan -
dlundangkan 3 , v . |Tanggal.....




|3 * | surat persetujuan biaya ' . o Nomor

Pemilihan Kepala Desa oleh = ’ . | Tanggal .....
Camat atas nama Bupati ' :
4 rencana anggaran biaya| : - | Kesesuaian = RAB
' Pemilihan Kepala Desa o dengan surat
yang telah disetujui oleh a - | Persetuyjuan
Camat atas nama Bupati N S Camat atas nama |
_ e ; Bupati ‘
5 Pakta Integritas /surat
pernyataan tanggung jawab
mutlak ~ yang

ditandatangani oleh Kepala
Desa tentang pengelolaan
Bantuan Keuangan kepada |.
Pemerintah Desa dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa serentak di
atas meterai Rp6.000,00

6 fotokopi Rekening Kas Desa

7 fotokopi - Nomor = Pokok
’ Wajib  Pajak - (NPWP)
Bendahara Desa=

8 | fotokopi Nomor  Pokok
~ |'Wajib  Pajak  (NPWP)
Bendahara Desar

9 kwitansi yang ditujukan
. kepada bendahara PPKD
yang ditandatangani oleh
Kepala Desa bermeterai

RPQOO,O:OO- .
Keterangarf_x : _
MS : memenuhi syarat

TMS : tidak memenuhi syarat
Derhikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan |
sebagaimana mestinya. ' :

TIM PENDAMPING

4. iDst

1. Ketua t(Nama) e td o
2. ‘Sekretaris  : (Nama) e ttd e
3.?Anggota :(Nama) o 'v‘t‘td —



.H. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DARI KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- KECAMATAN .....

KEPALA DESA.....

* Alamat : JI. ..... No. ..... Telepon
Website ..... E-mail ..... Kode pos .....

- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Berkaitan dengah peleiksanaan Bantuan Keuangan kepéda Pemerintah Desa
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang .. tahun
ey SAYA yANE bertanda tangan di bawah ini: . |

Nama  . . ‘

Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Kedudukan : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa .....
A b Kecamatan ..... :
Alam‘at

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa : .
1. Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan, ’
" Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun Anggaran ..... sebesar Rp....(...) yang -
diterima Desa dipergunakan sesuai dalam APBDesa Tahun Anggaran ..... ; v
2. Senantiasa bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen -
- pelaksana kegiatan; dan ‘ v
3. Bertanggung jawab penuh kepada Bupati atas Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak
dan nienyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan
Peraturan  Perundang- undangan' untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat fungsional, serta 51ap apabila sewaktu-waktu
diadakan pemenksaan :

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada
paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia B
dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan "

KEPALA DESA .....
Selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa,

Meterai Rp6.000,-



i

II STANDAR BELANJA PERJALANAN DINAS DAN JASA HONORARIUM KEGIATAN
PENY ELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA S“‘RENTAK

NO.[ ~  URAIAN KEGIATAN ~ SATUAN BESARAN ‘(Rp) |
A. | INDEKS BELANJA PERJALANAN DINAS -
1. |Satuan Biaya Uang Harlan ‘untuk
Pérjalanan Dihas Dalam Daerah ‘ . _ ‘
a. Jarak PP kurang dari 15 kilometer | oh ~35.000
b. Jarak PP kurang dari 15 Kilometer | oh 90.000
B. |INDEKS JASA HONORARIUM | |
1. | Jasa Honorarium Panitia
a.! Jasa Honorarium Pamtla Permhhan :
Kepala Desa ngkat Desa ‘ o v o
1) Ketua kegiatan 1.500.000
2) Wakil Ketua - | kegiatan 1.100.000 -
3) Sekretaris | kegiatan - 1.000.00_0 -
“4) Bendahara | kegiatan 1900.000
5) Ketua Seksi | kegiatan 1600.000
6) Anggota kegia»tan'-v}- ' '500.00'()‘
b. Jasa I-Ionorarlum KPPS S L ,
1) Ketua | kegiatan - 700.000
;2).S_ekretarisb | kegiatan 6OO.OOQ_A ,
3) Anggota kegiatan © 500.000
c Jasa Honorarium Petugas , : ‘
i 1) Pantarhh : kegiata}r‘l_ﬁ.‘:,.“ ‘, 300.0()0 _2
2) Keamanan - hari .} 70.000 _
: 3) Kesehatan hari o | _}100.0100 |
d. Jasa Honoranurh Petugas Lamnyab hari » 70.000.




